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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sistem pemerintahan berubah menjadi desentralisasi setelah runtuhnya 

sistem Orde Baru. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar 

untuk dapat mengelola keuangan daerah secara mandiri sehingga mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governance). Setelah adanya Sistem desentralisasi 

pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah berdampak lebih baik.“Pemberian 

otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar pula“bagi 

pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk 

mengalokasikan“secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan dan 

kesejahteraan pelayanan publik.”Secara normatif apabila pertumbuhan ekonomi 

tinggi maka pembangunan manusia juga akan meningkat (Setyowati, 2012).  

Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah untuk 

mengetahui standar pelayanan dan kebutuhan bagi masyarakat di suatu daerah 

dari hasil pertimbangan maka daerahlah yang lebih paham dan lebih 

mengetahuinya.“Sehingga, pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.”Untuk mendorong.peningkatan laju pembangunan 

manusia, dilakukan peningkatan dana desetralisasi yang ditransfer pemerintah 

pusat setiap tahunnya.”  

“Suatu daerah atau wilayah dengan penduduk yang besar maupun 

penduduk yang kecil”untuk mewujudkan kesejahteraan penduduknya dilakukan 
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melalui proses pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses dalam 

melakukan perubahan kearah yang lebih baik.“Dalam hal ini kualitas dari Sumber 

Daya Manusia”(SDM) memiliki peran yang paling utama dalam”mewujudkan 

pembangunan ekonomi.”Salah satu modal yang paling penting untuk menuju 

pembangunan ekonomi yang lebih baik adalah manusia.“Indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 

manusia adalah indeks pembangunan manusia“(Beik dan Arsyianti, 

2016:147)“Oleh karena itu tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia setiap 

tahun perlu diperhatikan untuk melihat pembangunan manusia pada suatu 

daerah.” 

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh 

United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri 

laporan tahunan yang diberi judul”“Human Development Report”.“Indeks ini 

disusun sebagai salah satu dari  indikator alternatif untuk menilai keberhasilan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional per 

kapita, UNDP mendefinisikan”indeks pembangunan manusia”sebagai “a process 

of enlarging people’s choise” atau suatu proses yang meningkatkan aspek 

kehidupan masyarakat”(Putra dan Ulupui, 2015). 

Untuk mencapai”tujuan pembangunan manusia bukan hal yang baru bagi 

Indonesia. Selalu ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yaitu 

pemenuhan pendidikan, peningkatan kesehatan dan pemberantasan 

kemiskinan.”Menurut Harahap (2017),“berdasarkan indeks pembangunan 

manusia yang telah disusun, maka bisa ditetapkan tiga kelompok”tingkatan indeks 
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pembangunan manusia suatu negara.“Pertama, negara dengan tingkat 

pembangunan manusia yang rendah bila IPM-nya berkisar antara 0 sampai”50. 

Kedua,“negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya 

berkisar antara“51 sampai 79. Ketiga,“negara dengan tingkat pembangunan 

manusia tinggi jika IPM-nya berkisar antara“80 sampai 100. 

“Konsep pembangunan yang dikembangkan oleh badan dunia tersebut 

tentunya jauh lebih luas, karena mengandung empat unsur“utama dalam 

pembangunan manusia, yaitu produktivitas (productivity), pemerataan (equity), 

kesinambungan (sustainability) dan pemberdayaan (empowerment)” (Badan Pusat 

Statistik Kudus, 2014).“Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan 

produktivitas manusia maka akan meningkatkan pula kemampuan manusia 

menjadi insan pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi juga harus 

dikombinasikan dengan”adanya pemerataan“pembangunan, maka dengan adanya 

jaminan bahwa semua penduduk merasakan”hasil-hasilnya dan pemerataan harus 

tersedia baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.” 

Tabel 1.1 

Sepuluh Provinsi di Indonesia dengan IPM Tertinggi  

Tahun 2018 

 

Rank Provinsi IPM 

1 DKI Jakarta 80,47 

2 Daerah Istimewa Yogyakarta 79,53 

3 Kalimantan Timur 75,83 

4 Kepulauan Riau 74,84 
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Rank Provinsi IPM 

5 Bali 74,77 

6 Riau 72,44 

7 Sulawesi Utara 72,20 

8 Banten 71,95 

9 Sumatera Barat 71,73 

10 Jawa Barat 71,30 

Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2019  

“Keadaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah 

yang rendah dapat dibuktikan melalui”Tabel 1.1”yang memperlihatkan provinsi 

yang memiliki nilai indeks pembangunan manusia tertinggi di seluruh Provinsi di 

Indonesia, dan Provinsi Jawa Tengah tidak berada di dalam rangking 10 besar 

tersebut. Hal ini menjadi perhatian mengapa “Provinsi yang memiliki sumber 

daya manusia besar seperti Jawa Tengah justru memiliki indeks pembangunan 

manusia yang rendah,“dimana sekarang ini”indeks pembangunan manusia di Jawa 

Tengah berada pada peringkat 13.“Secara lebih rinci, angka indeks pembangunan 

manusia pada kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:” 

Tabel 1.2 

Indeks Pembangunan Manusia  

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018 

No. Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 

1 Kab. Banjarnegara 65,52 65,86 66,54 

2 Kab. Banyumas 70,49 70,75 71,30 

3 Kab. Batang 66,38 67,35 67,86 
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No. Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 

4 Kab. Blora 66,61 67,52 67,95 

5 Kab. Boyolali 72,18 72,64 73,22 

6 Kab. Brebes 63,98 64,86 65,68 

7 Kab. Cilacap 68,60 68,90 69,56 

8 Kab. Demak 70,10 70,41 71.26 

9 Kab. Grobogan 68,52 68,87 69,32 

10 Kab. Jepara 70,25 70,79 71,38 

11 Kab. Karanganyar 74,90 75,22 75,54 

12 Kab. Kebumen 67,41 68,29 68,80 

13 Kab. Kendal 70,11 70,62 71,28 

14 Kab. Klaten 73,97 74,25 74,79 

15 Kab. Kudus 72,94 73,84 74,58 

16 Kab. Magelang 67,85 68,39 69,11 

17 Kab. Pati 69,03 70,12 70,71 

18 Kab. Pekalongan 67,71 68,40 68,97 

19 Kab. Pemalang 64,17 65,04 65,67 

20 Kab. Purbalingga 67,48 67,72 68,41 

21 Kab. Purworejo 70,66 71,31 71,87 

22 Kab. Rembang 68,60 68,95 69,46 

23 Kab. Semarang 72,40 73,20 73,61 

24 Kab. Sragen 71,43 72,40 72,96 

25 Kab. Sukoharjo 75,06 75,56 76,07 

26 Kab. Tegal 65,84 66,44 67,33 



6 

 

 

No. Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 

27 Kab. Temanggung 67,60 68,34 68,83 

28 Kab. Wonogiri 68,23 68,66 69,37 

29 Kab. Wonosobo 66,19 66,89 67,81 

30 Kota Magelang 77,16 77,84 78,31 

31 Kota Pekalongan 73,32 73,77 74,24 

32 Kota Salatiga 81,14 81,68 82,41 

33 Kota Semarang 81,19 82,01 82,72 

34 Kota Surakarta 80,76 80,85 81,46 

35 Kota Tegal 73,55 73,95 74,44 

JAWA TENGAH 69,98 70,52 71,12 

STANDART DEVIASI 4,53 4,48 4,51 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2019 (diolah) 

 

“Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa trend indeks 

pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Tengah terus mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu”2016 sampai 2018. Kota Semarang“menjadi kota 

dengan nilai  indeks pembangunan manusia tertinggi dibandingkan dengan 

kabupaten/kota lainnya.“Kota Semarang yang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa 

Tengah mempunyai nilai  82,01 untuk tahun 2017 dan“mengalami peningkatan 

sampai 0,82  dari tahun sebelumnya, dan di tahun  2018 mengalami peningkatan 

menjadi  82,72.“Kabupaten Brebes mempunyai nilai indeks pembangunan 

manusia 65,68“yang menjadi nilai terendah dari keseluruhan kabupaten/kota di 

Jawa Tengah.   
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“Sementara itu, ketimpangan indeks pembangunan manusia pada 

kabupaten/kota di Jawa Tengah terus mengalami penurunan.”Dalam hal ini, 

ketimpangan diukur menggunakan standar deviasi dimana tahun  2016 

ketimpangan indeks pembangunan manusia sebesar  4,53. Di tahun 2017 dan 

2018,“ketimpangan indeks pembangunan manusia mengalami penurunan dimana 

ketimpangannya sebesar 4,48 dan 4,51.   

Untuk menjalankan pemerintahan, daerah bertopang pada pendapatan 

daerah itu sendiri yang berupa“pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja modal dan”sebagainya. Semakin banyak 

pendapatan yang dihasilkan daerah,”maka akan mampu memenuhi dan 

membiayai keperluan yang diharapkan oleh 

masyarakat.“Meningkatnya”pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal”memungkinkan adanya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai 

dengan sasaran“(Sarkoro dan Zulfikar, 2016).   

Dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004“pendapatan asli daerah 

dan dana alokasi umum”digunakan untuk belanja pembangunan/belanja modal 

daerah. Hubungan antara”pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan 

indeks pembangunan manusia sangat erat”kaitannya. Jika”pendapatan asli daerah 

dan dana alokasi umum digunakan”secara optimal dalam arti jika digunakan 

untuk“belanja modal daerah maka sarana dan prasarana”di daerah akan meningkat 
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sehingga  indeks pembangunan manusia akan ikut meningkat  (Wiliantara dan 

Budiasih, 2016).   

Pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk di suatu wilayah atau 

daerah”untuk mengalokasikan pengeluaran guna pendidikan dan kesehatan 

menjadi lebih banyak.”Disisi lain, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan 

kesehatan dan pendidikan relatif sedikit.”Jika pertumbuhan ekonomi di“suatu 

wilayah atau daerah meningkat maka indeks pembangunan manusia di suatu 

wilayah maupun daerah akan meningkat sejalan dengan belanja modal atau 

pengeluaran pemerintah yang relatif sedikit. 

Belanja modal mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah 

pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang semakin meningkat dalam jumlah 

yang besar,“maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah“semakin lebih 

tinggi. Komponen belanja modal digunakan untuk pengeluaran sektor publik 

(Kasdy dkk, 2018) 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh  (Williantara 

dan Budiasih, 2016) yang membedakan adalah variabel dan objek penelitian. 

Dimana pada“penelitian ini menggunakan semua variabel yang sama dan 

menambahkan variabel”Belanja Modal, alasan peneliti menambahkan variabel 

belanja modal karena“memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan sarana prasarana 

publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik.  Jadi, 

belanja modal dapat mempengaruhi peningkatan pembangunan manusia. 

Sedangkan”objek penelitian pada penelitian sebelumnya di kabupaten/kota di 
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Provinsi Bali tahun  2009 – 2013 dan untuk penelian ini di kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun  2016 – 2018.    

“Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul““Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Jawa 

Tengah Tahun 2016-2018)” 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

“Dalam rangka menghindari keluasan masalah maka peneliti membatasi 

permasalahan. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis terbatas pada hal-

hal sebagai”berikut: 

1. Variabel dependen yang”diteliti adalah Indeks Pembangunan Manusia 

sedangkan variabel independen adalah“Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil 

(DBH) dan Belanja“Modal (BM).   

2. Objek yang diteliti“pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.  

3. Tahun penelitian  2016 - 2018. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup tersebut maka 

peneliti ingin merumuskan masalah yang ingin diteliti,yaitu sebagai berikut: 
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1. Apakah“Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun  2016-2018? 

2. Apakah“Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh“terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun  2016-2018? 

3. Apakah“Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap“Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun  2016-2018? 

4. Apakah“Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap“Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun  2016-

2018? 

5. Apakah“Belanja Modal (BM) berpengaruh terhadap“Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun  2016-

2018? 

 

1.4 Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini anatara 

lain: 

1. Mengetahui pengaruh“Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM)”pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun  2016-2018. 
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2. Mengetahui pengaruh”Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM)”pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun  2016-2018. 

3. Mengetahui pengaruh”Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM)”pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun  2016-2018. 

4. Mengetahui pengaruh“Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap“Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun  2016-2018. 

5. Mengetahui pengaruh“Belanja Modal (BM) terhadap”Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun  2016-

2018. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik 

“Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penambah 

wawasan pengetahuan dan referensi penulis karya ilmiah mengenai”Indeks 

Pembangunan Manusia, dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian 

selanjutnya.. 

2. Bagi Masyarakat 
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“Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan 

pemerintah daerah dalam penggunaan”Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) serta mengetahui peningkatan kualitan pembangunan  manusia. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

“Bahan referensi untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di daerah dengan alokasi dana  

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  yang ada. 

 


